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MK Tegaskan "Recall”

Wewenang Partai Politik

Pemilih vang ingin anggota parlemen pilihannva diberhentikan hisa menvampaikan aspirasi
melalui parpol. Recall oleh konstituen dinilai tak scjalan dengan prinsip demokrasi perwakilan.

JAKARTA, KOMPAS — Malikamal
Konstitusi menulak permohon-
an sejumlah mabasiswa agar
rakyal diheri hak atau setidak-
wva dilibatkan dalam mekanis
me penarikan, atan pember-
lentian  angsota DPR/DPRD
wang dinilai vk lagi Laak men-
jabat. Menurut ME, recalf olch
kemstituen tidak sejalan dengan
prinsip demokrasi perwaldlan.
Dialam putusan vang dibaca-
ke di Jakarta poda Koamis
(27M,/2025), MK menegiskan
wewenag  rocall sepenubuya
milik partai politik mengingat
pescrta pemile legislatif menurut
Pasal 228 LILTY Negara I Tahun
10485 adalah partal politik
"Apahils pemilih mendlai ter-
dapat anggota DPI atan DPRD
wang tidak Tayak menjadi ang-
gota DPR atan anggota DPRD
pemilih dapat mengajukan ke-
beratan kepada partai politik,
hahkan dapat menyampaikan
kepada  partal politik  untuk
me-recerd] anggots P atan
anggota DPRD dimaksud. Bah
kan, sesuai dengan regularitas
wakiu penyelenggaran pemi-
likan, pemilih seharusnya tidak
metmnilibh kembali angaota DPR
atau anggota DIPRD vang di-
anggap bermasalah pada pemi
Tu berikutnya,” kata  Hakim
Konstitusi Guntur Hamzah saat
membacakan  pertimbangan
putusan  FRFPUL-XXIIL 2025
datam sidang yang dipimpin
aleb Ketua ME Subartoyo.
Sebelumnya, lima mahasiswa
selaku pemilib pada Pemilu
2024 meminta MK untuk
menguji konstitusionalitas Pa-
sal 239 Awat (1) huruf ¢ Un-

dang-Undang Nemor 17 Tahun
20014 tentang MPR, DPR, DPIY,
dary DPRD {MIFE voang nicig-
atur tentang  pemberhentian
anggota DPIL

Mereka mendalilkan hahwa
ketentuan tersebut menimbul
kian ketimpangan dalam sistem
representasi politik vang demo-
kratis aban menempatkan parpal
sebagai satu-satoiya pihak vang
herwenang mengnsolkan pem-
berhentia anggota DERL

Akitustrya, hal itn menghi-
langkan makna substansi ke
daulatan rakyal, Pemahon pun
meminta ME mengatur balowa
konstituen di daersh pemiliban
vang sana dapat berpartisipasi
dalem  mengusnlkan pember-
hertian anggota DPIV

Putusan sebelumnya

MK pun merujuk putusan
sehelwmnva terkalt mekanisme
recall anggots DPR, vang fer-
cantum dadam putusan noiiok
COR/PUL-IV 2006, vang diba-
cakan pada 28 September 2006,
Dalam putusan itu, MK berpen-
dapat, recall oleh pemilih (kon-
stituen) melalui mekanisme pe-
tisi dapat dilakukan dalam sis-
tem pemilihan di mana pemilib
langsung memilih nama sese-
orang sebagai wakil

“medangkan dalam sistem pe-
milihan dengan memilib partai
politik sebagaimana diatur da-
lam VLT 1945, dalam hal pe-
milihan  anggota DPR dan
[IPRIY maka logis pula apabila
recoll dilakukan oleh  partai
vang mencalonkan, Dengan de-
mikian, hak recall pada hakikat
nya tidaklah bertentangan de-

ngan demokrasi, .. tetapi justru
dimaksudian untuk tetap men-
joga adanyn bubungan autarn
yang diwakili dan mewakili,”
demikian pertimbangan putus
an ME nomor G085 20060,
Pendapat MK it diperkuat
pritusan momar S8PLUL-VITL -
2000 yang dibacakan pada 11
Mared 2000, Dalam prutussn Ler-
sebut ME menegaskan kembali
kewenangan partal uniuk me-
negakkon  disiplin terhadap
anggotanys agar Hndakannys
tidak menyimpang dan berten
tangan dengan_angaran da-
sar/anggaran rumab - IAneEa
(AT ARTY, serta kebijakan yang
digariskon  partai.  Penegakan
disiphn partai ity sangal me-
nentukan dolam mewujudkan
program kerja partai vang telah
ditawarkan melalud kampanye

pemilu;
Dalam putusan tersebut, MK
menegaskan  kembali sk

prrpol watuk me-recall angso
tanya yangt duduk di DPR, ke-
mudian melakukan pergantian
antarwaktu (PAW), termasuk
karena  keangsolaan  angsola
DPRDPRD bersangkutan telah
dicabvut dari partai.
“Pertimbangannys,  antara
lain, karema menurut  Pasal
22E Ayat (3} UL 1945, peserts
permilu untuk angsoka
DPRADPRD it adalal partai
politik. Oleh karcha peserla
pemilu untuk anggota
DPR/DPRD adalab partad po-
litik dan tak seorang pun dapat
menjadi angeota DPR/DERD
tanpa melalui partai palitik,
jadi wajar dan pro-
porsional jika partai politik di-

beri wewenang untuk melaku-
Tean PAW alzs angolbanys vany
Bertugas di DPR," demikian pu-
tusan ME nomar 582000,

Ketidakpastian hukum

Menurut ME. mekanisme re
el merupakan konsekuensi lo-
#is dari piliban sistem pemilu di
sty megara termasuk [ndo-
nesin. Pasal 22E Ayat (3) UUD
1945 mengatur, peserta pemila
Jegislatif adalah parpol sehingea
Fomagkuensi Togis dart ditersp-
lannya mekanisme recall ter
hadap anggata PR THRD jugs
harue dilakukan eleh parpol se
hagai wijud  pelaksanaan de-
1nokrasi perwakilan.

"Olek karena ity dengan
wraiae penegasan demikian, ke
inginan  parn pemohion  agar
konstibaen di dacrah peivilihan
diberihak sang sama dengan
partal politik schingga dapat
mengusulkan  pemberhentian
antarwaktu anggota DPIU dan
anggota DPRD pada dasarnya
tidak sejalan dengan demokrasi

srwatkilan,” kata Guntur,

Secara teknis, tambah Gun-
tur, itu juga sama dengan me-
lakukan pemilu wlang di dacrah
pemilihan (dapil) yang bersang-
kutan. Apabila bal tersebut te-
tap dilakukan, vang terjadi jus-
tru muneu] ketidakpastian hu-
Yeum, Sehab, tidak dapat dipas-
tikan pemilih mana saja vang
permah memberikan hak pilih-
nya kepada anggota parlemmen
yang akan diberhentikan,

Derkaitan dengan kekhawa
tiran para pemohon  bahwa
pemberhentian anggota DPR
aleh partai bardampak pada do-

minasi partal dan tidak sejalan
dengan prinsip kedaulatan rak-
vat, MK telaly menegaskan da-
lam  putusan nomar 23/
PUD-XXINL 2025 vang dibaca
kian pada 14 Mei 2025, Putusan
it menyvatakan, meskipun par
pool berwenany melakukan PAW
bagi anggoetanva yang bertugas
sehagal angdota DIFR/DPRI,
dalam pelaksanaantyva baruslah
sesuai dengan ketentuan un-
dang-undang {vide Pasal 22B
VLY 1945) elan ATVART partai
politik yang bersangkutan, sc
hingya tidak haleh dilakukan
sewenang wenang atan dengan
cars melanggar hukum.

Schelumnya, Junat (217110,
Peneliti Senior Puosat Rised o-
litik Badan Risct dan Inovasi
Masiomal (BRIND, Firman Moar,
menyatakan, wji materi scnn
vam ity mencerminkan keke-
cewaan sebagian  masvarakat
teerhaclap institusi politik seper-
ti DPR dan parpoel. Sebagai o
presentasi mkyal, aktor-aktor
politik itu malah semakin ber-
Jarak  dengan  konstitvennya,
Sering kali kebijakan-kebijakan
vang dihasilkan tidak sepenuh-
mva mewakili vakvat.

Namum, sebut Firman, sis-
tem demokrasi menghamskan
keterwakilan parpal sehagai re-
presentasi suam mkyat. Untuk
iy, usulan  pemberhentian
langsung oleh rakyat tidak bisa
serta-merta dijalankan,

Menurut  Firman,  institusi
politik mesti segera diperbaiki
agar memunculkan aktor-aktor
politik yang bisa henar-henar
menjadl perwakilan  masyara
kat, (ANANCA)
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